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Abstrak
Penelitian ini mendesak karena kurangnya peran dan inisiatif Pengadilan Agama dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat pedesaan, seperti yang terjadi di Desa Punggur Besar. Permasalahan hukum terkait pencatatan perkawinan dan itsbat nikah di sana memiliki dampak serius terhadap kepastian hukum masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, serta menghambat akses mereka terhadap program bantuan pemerintah. Kurangnya kegiatan sidang keliling Pengadilan Agama setempat menyebabkan masyarakat kehilangan akses untuk memperoleh hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Rumusan masalah yang dipakai di dalam tema ini adalah bagaimana peranan Pengadilan Agama Sui. Raya di dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Desa Punggur Besar. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menemukan peranan Pengadilan Agama Sui. Raya di dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Punggur Besar

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Peran Pengadilan Agama, Pencatatan & Itsbat Nikah
Abstract
This research is urgent due to the lack of role and initiative from the Religious Courts in providing legal access to rural communities, as seen in Desa Punggur Besar. Legal issues related to marriage registration and itsbat nikah there have serious implications for the legal certainty of the community, especially women and children, and hinder their access to government assistance programs. The lack of mobile court sessions by the local Religious Courts deprives the community of access to obtain their rights. The research method used in this study is normative juridical. The problem formulation used in this theme is how the role of the Religious Court of Sui. Raya in increasing legal awareness among the community, especially in Desa Punggur Besar. This research aims to analyze and identify the role of the Religious Court of Sui. Raya in increasing legal awareness among the community in Desa Punggur Besar.

Keywords: Legal Awareness, Role of Religious Courts, Marriage Registration & Itsbat Marriage
A. Pendahuluan
Salah satu faktor yang menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, adalah kurangnya pencatatan perkawinan. Hal ini mengakibatkan tidak terbitnya Akta Nikah dan Kartu Keluarga sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki dampak hukum yang sah.(Astono, Muyassar, and Wagner 2024) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap diluar nikah dan tidak dapat memiliki Akta Kelahiran, mengakibatkan berbagai masalah seperti kepastian hukum terhadap orangtuanya, kesulitan mendaftar ke sekolah, dan tidak mendapatkan bantuan pemerintah yang seharusnya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen kuat untuk menjaga keadilan sosial di semua lapisan masyarakat, termasuk di Desa Punggur Besar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.(Rakha Muyassar and Arabiyah n.d.)
Pengadilan Agama, sebagai lembaga kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menangani perkara-perkara yang masuk sesuai dengan kewenangannya, termasuk melalui program "Sidang Keliling" untuk mencapai masyarakat di daerah terpencil. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses keadilan yang mudah dan terjangkau. Revitalisasi peran Pengadilan Agama sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam konteks hukum keluarga dan waris Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus hukum di desa-desa, termasuk Desa Punggur Besar, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pengadilan Agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya melalui program sidang keliling. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi jembatan antara masyarakat desa, Pengadilan Agama, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan instansi lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut, serta memberikan kepastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program sidang keliling.(Dimyati, Asy’ari, and Mustoto 2019)
Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga kehakiman di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(Rakha Muyassar n.d.) Fungsinya adalah memberikan layanan hukum bagi masyarakat Islam dalam perkara perdata Islam guna mewujudkan nilai-nilai keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama di tingkat kota/kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama di tingkat provinsi, yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan lembaga tingkat pertama yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara perdata Islam, termasuk perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.(Hamzah, Hasmulyadi, and Amirullah 2021)
Tugas pokok Pengadilan Agama diatur secara rinci dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menjalankan peradilan demi mewujudkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti pengawasan, nasehat, administratif, akses, dan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pos bantuan hukum didirikan di setiap Pengadilan Agama untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara gratis hingga putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.(Faruqi 2021)
Adapun kajian ini berjudul " Peran Pengadilan Agama dalam Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Punggur Besar". Rumusan masalahnya di dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana peranan Pengadilan Agama Sui. Raya di dalam memberikan kesadaran hukum masyarakat di Desa Punggur Besar. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan peran Pengadilan Agama Sui. Raya di dalam memberikan pemahaman akan kesadaran hukum di daerah tersebut. Selain hal tersebut, kajian ini juga diarahkan sebagai sarana pembaharuan referensi, terutama dalam hukum keluarga Islam, melalui peran dan inovasi dari Pengadilan Agama, dengan harapan dapat memantik semangat perjuangan Pengadilan Agama Sui. Raya di dalam menggugah kesadaran hukum masyarakat di Desa Punggur Besar agar lebih peka dan tanggap akan hukum, khususnya tata administratif keperdataan Islam di Indonesia guna mencapai masyarakat yang madani yang sadar akan hukum (DSH) dan mendapat kepastian hukum serta perlindungan hukum.(Ayu Pratiwi and Waluyo 2023)
B. Metodologi
Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metode penelitian dalam artikel ini. Data yang diperoleh dibagi menjadi dua kategori: data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara langsung, survei, dan kuesioner; serta data sekunder, yang dihimpun dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan penelitian ini ditarik secara deduktif, dimulai dari permasalahan umum hingga sampai pada peristiwa konkret yang dihadapi.
C. Hasil dan Pembahasan
Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan penghormatan masyarakat terhadap hukum dan aturan negara yang berlaku di NKRI. Ini mencakup kemampuan untuk mengetahui dan mengikuti ketentuan hukum (undang-undang) yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemahaman ini juga mencakup pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kesadaran hukum masyarakat ini menjadi dasar penting dalam upaya membangun masyarakat yang madani.(Fitriyadi 2021)
Salah satu tokoh terkenal yang mengkaji kesadaran hukum masyarakat adalah Lawrence M. Friedman, seorang profesor hukum Amerika. Beliau menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam menegakkan dan mematuhi hukum. Kesadaran ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang norma-norma dan aturan hukum, tetapi juga nilai-nilai sosio-kultural yang mendasarinya. Friedman menyatakan bahwa tanpa kesadaran hukum yang kuat, sistem hukum tidak akan efektif sebagai alat untuk rekayasa sosial. Teori ini didukung oleh Robert D. Putnam dalam teori Modal Sosial dan Kesadaran Hukum, yang menghubungkan kesadaran hukum dengan modal sosial. Putnam menjelaskan bahwa masyarakat dengan modal sosial yang tinggi cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, yang menjadi landasan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.(Mulyadi 2023)
Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang filsuf dan cendekiawan Malaysia, juga menambahkan konsep "Adab" dalam pemahaman kesadaran hukum masyarakat. Menurutnya, kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih dalam tentang posisi dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Kesadaran ini mencakup penghargaan terhadap hukum sebagai bagian dari adab yang mengarah pada tatanan sosial yang harmonis dan adil. Kepatuhan terhadap hukum, menurutnya, bukan hanya tindakan mekanis, tetapi merupakan bagian integral dari individu dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang lebih luas.(Abubakar et al. n.d.)
Peran Pengadilan Agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama yang beragama Islam, memiliki signifikansi yang penting. Hal ini terkait erat dengan fungsi Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah fungsi bantuan hukum/advokasi. Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga memiliki peran dalam struktur sosial, keadilan, dan pemahaman hukum masyarakat. Peran Pengadilan Agama dalam masyarakat dapat dikategorikan menjadi enam hal(Kadek Partayasa, Sudiatmaka, and Dantes 2022), yaitu:

1. Penegakan Hukum: Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu bagi masyarakat muslim di NKRI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

2. Pemeliharaan Ketertiban Sosial: Selain menyelesaikan sengketa dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Pengadilan Agama juga membantu memelihara ketertiban dan harmoni sosial sesuai dengan prinsip hukum.

3. Pendidikan dan Penyebaran Nilai-Nilai Islam: Pengadilan Agama turut berperan dalam mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan penerapannya di Indonesia melalui proses peradilan dan kegiatan sosialisasi hukum.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum: Melalui program "sidang keliling" yang diadakan setiap tahun, Pengadilan Agama bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam hukum perdata Islam di Indonesia.

5. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak: Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian waris, untuk memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

6. Adaptasi dengan Perubahan Sosial: Pengadilan Agama berperan dalam merekonstruksi dan menafsir ulang ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam putusannya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Agama membantu menjembatani tradisi hukum Islam dengan realitas sosial saat ini, serta memperkuat struktur hukum dan sosial masyarakat.

Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat Muslim dalam perkara perdata tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim-hakim Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk menemukan solusi otoritatif, efisien, sesuai dengan undang-undang, stabil, dan adil dalam memutuskan perkara. Putusan yang dikeluarkan tidak hanya menegakkan keadilan prosedural tetapi juga substantif. Sebelumnya, hakim-hakim Pengadilan Agama memutuskan berdasarkan hukum Islam dari berbagai kitab fikih. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, sumber hukum untuk memutuskan perkara tidak hanya terbatas pada kitab fikih, tetapi juga pada KHI.(Ashari 2022)
Itsbat nikah merupakan pengesahan pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama Islam tetapi belum tercatat resmi oleh KUA atau PPN. Alasan terjadinya pernikahan tanpa pencatatan bisa bervariasi, mulai dari kelalaian administrasi hingga pernikahan sirri dengan berbagai motif. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan itsbat nikah, terutama dalam konteks penyelesaian perceraian, kehilangan sertifikat pernikahan, keraguan mengenai sahnya pernikahan, dan pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah, dilakukan melalui berbagai program, seperti penyuluhan hukum, sidang itsbat nikah terpadu, sidang keliling, dan layanan e-Court. Revitalisasi peran Pengadilan Agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama di pedesaan, sangatlah penting. Kolaborasi dengan berbagai instansi juga diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak warga negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip "maqashidu syari`ah". (Amelia Wilda n.d.)
Itsbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu itsbat dan nikah. Secara linguistik kata Itsbat merupakan bentuk mashdar atau berasal dari kata "atsbata" yang berarti menetapkan, dan kata nikah berasal dari kata "nakaha" yang berarti menikahi satu sama lain atau menikah. Jadi, makna dari itsbat nikah adalah "penetapan pernikahan atau pernikahan. Itsbat nikah adalah pengesahan suatu pernikahan/nikah yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak/telah belum tercatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pencatat Nikah) yang berwenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.(6) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, yaitu YM Drs. H. Iri Hermansyah, S.H., pada hari Senin, 10 Oktober 2023, di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, ditemukan fakta hukum bahwa ada beberapa alasan mengapa pernikahan tidak terdaftar/tidak tercatat, antara lain: 1. Pernikahannya terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 2. Pernikahan tersebut tidak terdaftar oleh KUA karena kelalaian KUA; 3. Hilangnya sertifikat perkawinan dan data di KUA tidak ditemukan/arsip apa pun; 4. Pernikahannya adalah pernikahan sirri.(Amelia Wilda n.d.) Alasan-alasan untuk melangsungkan pernikahan sirri meliputi: a. Pernikahan berlangsung di luar negeri (misalnya, di Mekkah); b. Pernikahan kontrak (pernikahan dengan batas waktu tertentu); c. Pihak laki-laki (calon suami) masih memiliki ikatan perkawinan dengan istri sebelumnya (mungkin perceraian atau poligami belum diurus); d. Pihak laki-laki (calon suami) tidak memiliki identitas yang jelas, baik karena ia adalah imigran atau orang asing; e. Pihak perempuan (calon istri) tidak mendapatkan izin/berkah dari orang tua atau wali; f. Calon suami dan calon istri menikah hanya untuk mendapatkan kepuasan seksual, atau tujuan pernikahan mereka bukan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah; g. Pihak perempuan (calon istri) adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak ingin kehilangan pensiunnya; h. Pihak perempuan (calon istri) masih di bawah umur atau belum memenuhi batas minimum untuk pernikahan dapat terjadi; i. Pernikahan berlangsung atas dasar/motif perdagangan manusia (pernikahan adalah cara termudah untuk mengambil/mencuri gadis dari keluarganya).(Asriani, Asni, and Tarimana 2023)
Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian diperkuat dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan akad kokoh atau mitsaqan ghalidzah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah". Jadi, kita dapat memahami bahwa sebuah pernikahan secara hukum mengikat antara seorang pria dan wanita. Berdasarkan ketentuan ini, kita dapat memahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam hal ini, tidak hanya terdiri dari suami dan istri tetapi juga anak-anak hingga keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, beberapa kewajiban dan hak harus dilaksanakan, mulai dari kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya (istri dan anak-anak), hak wali (jika ia memiliki seorang putri, maka ketika anak tersebut ingin menikah, ayah adalah yang paling berhak untuk menikahkannya atau menjadi walinya), hingga hak waris (pemindahan warisan dari ahli waris kepada ahli waris). Pernikahan tidak hanya untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT tetapi juga sebagai institusi sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum yang pasti seperti kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.(Gunawan Fakultas Syariah IAIN Manado Jl SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado and Rahmat Hakim n.d.)
Kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dari perubahan lingkungan, mulai dari perubahan fisik, biologis, dan sosial budaya. Menurut Sally Falk Moore, yang mendasari perubahan sosial adalah relasi sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang sangat rentan terhadap pengendalian, dan salah satu alat paling kuat untuk mengatur tatanan adalah hukum. G. S. Black menambahkan bahwa kerangka hukum tidak dapat mengikuti fenomena sosial secara jelas jika tidak didukung oleh sosiologi, karena dengan analisis sosiologi, hukum dapat menunjukkan keberadaan hukum dalam masyarakat. Sehingga keberadaan hukum tidak hanya sebagai kontrol sosial tetapi sebagai pendorong masyarakat agar mencapai keadaan yang diidamkan. Sebagai contoh, pernikahan membawa konsekuensi hukum, yaitu adanya kewajiban dan hak antara suami dan istri. Semua yang merupakan kewajiban suami adalah hak istri dan sebaliknya. Semua yang merupakan kewajiban istri adalah hak suami. Mengenai itsbat nikah untuk pernikahan sirri yang terjadi setelah penerbitan UU Perkawinan, YM. Drs. Abd. Gani, M.H. menjawab, "Ya karena pengadilan Agama yang berwenang mengenai itsbat nikah dapat diberikan". Wewenang kasus legalitas pernikahan bagi pengadilan agama secara historis hanya untuk mereka yang melaksanakan pernikahan sirri sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan: "Undang-undang ini berlaku yang dilaksanakan menurut peraturan lama adalah sah", bersamaan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) nomor 22 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi: "Pernyataan mengenai keabsahan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilaksanakan menurut peraturan lain".(Rakha Muyassar n.d.)
Pemberian itsbat nikah hanya boleh diberikan dikarenakan beberapa hal yang diatur oleh undang-undang, yakni: a) Keberadaan pernikahan dalam konteks penyelesaian perceraian; b) Kehilangan Sertifikat Pernikahan; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d) Keberadaan pernikahan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan; e) Pernikahan dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Begitu juga berdasarkan fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti di dalam observasinya ke Desa Punggur Besar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yakni masih ada dan/atau banyaknya pernikahan yang terjadi tanpa adanya pencatatan perkawinan. Hal ini berdasarkan pertanyaan yang diajukan secara oral yang diberikan kepada beberapa masyarakat, kadus-kadus dan unsur-unsur desa lainnya.(Mekkah, Ismail, and Aminah n.d.) Dari 20 koresponden yang dilakukan secara acak 9/20 masih ditemukan perkawinan yang tidak dicatatankan. Dan alasan yang ditemukan oleh peneliti di dalam temuannya disebabkan beberapa faktor, seperti: a) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan; b) Kurangnya sosialisasi & edukasi mengenai itsbat nikah; c) Motif ekonomi; d) Pernikahan dini; e) Masih21 maraknya praktik poligami tanpa persetujuan pengadilan; f) Jauhnya akses menuju instansi terkait dengan tempat tinggal masyarakat yang berada di daerah pesisir. Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya, dapat kita lihat terjadi penurunan angka di tahun 2020 ke 2021 (pengajuan permohonan istbat nikah). Penurunan angka ini merupakan cita-cita pemerintah guna mengurangi angka pernikahan yang tidak dicatatkan. Harmonisasi antar lembaga  terkait yang dalam hal ini baik Pengadilan Agama, KUA, Disdukcapil melalui program-program kerjanya mulai dari penyuluhan hukum, sidang itsbat nikah terpadu, hingga sidang keliling. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,(14) khususnya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan & itsbat nikah.(Kusmayanti, Sandra, and Novianti 2015)
Desa Punggur Besar yang terletak di Kabupaten Kubu Raya menjadi lokasi yang dipilih untuk melangsungkan kegiatan penelitian ini. Berawal dari adanya masukan dari alumni kami yang menjadi salah satu unsur desa disana mengemukakan bahwa masih banyaknya pernikahan di bawah tangan yang dilangsungkan oleh masyarakat desa, mulai dari yang sudah lama menikah, maupun yang baru melangsungkan pernikahan. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan dan `itsbat nikah ini disebabkan oleh banyak faktor. Dan salah satunya adalah dikarenakan susahnya akses jalan untuk menuju ke desa tersebut, sehingga program kerja pemerintah seperti sidang keliling yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama (dalam hal ini menjadi wilayah kompetensi relatifnya Pengadilan Agama Sungai Raya) belum dapat dicapai dikarenakan susahnya akses jalan menuju desa tersebut. Analisis data dari tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2023 dalam hal gugatan (contentiosa) dan permohonan (voluntair) terkait itsbat nikah. Pada tahun 2021, terdapat 15 gugatan dan 111 permohonan itsbat nikah. Jumlah gugatan meningkat pada tahun berikutnya, yakni 20 gugatan dan 299 permohonan pada tahun 2022. Namun, terjadi penurunan sedikit pada tahun 2023, dengan 18 gugatan dan 254 permohonan itsbat nikah. Data statistik ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan dan itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya.(Nur Hasan Latief Pengadilan Agama Wates 2016)
Kesimpulan dari laporan yang dikeluarkan oleh PA Sui. Raya dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren jumlah gugatan dan permohonan itsbat nikah. Pada tahun 2021, terdapat 15 gugatan dan 111 permohonan, sementara pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 20 gugatan dan 299 permohonan. Namun, terjadi penurunan sedikit pada tahun 2023, dengan 18 gugatan dan 254 permohonan. Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya, YM. Ahmad Affendi, S.Ag., menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, sidang keliling telah dilakukan di lima Desa, termasuk di Desa Sungai Malaya. Lebih dari 30 pasangan suami-istri telah mendapatkan pengesahan itsbat nikah melalui kegiatan ini.  Dalam hasil penelitiannya, Ya` Rakha Muyassar dan rekan(Rais and Muyassar 2022), menjelaskan bahwa tidak mencatat sebuah perkawinan dapat memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pasangan suami-istri, tetapi juga bagi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dampaknya meliputi kepastian hukum, perlindungan legal, hingga kesulitan dalam mendapatkan dokumen administratif seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, S.H., dalam suatu diskusi kelompok yang diadakan di Kantor Bupati Kubu Raya. Beliau menyoroti bahwa banyak bantuan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak tersalurkan dengan baik karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi persyaratan administratif. (Rakha Muyassar and Arabiyah n.d.)Kriteria untuk mendapatkan bantuan seringkali tidak terpenuhi karena ketidakmampuan melampirkan dokumen-dokumen seperti Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, yang disebabkan oleh ketidakdicatatannya perkawinan. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan akses terhadap bantuan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai departemen pemerintah serta dukungan dari akademisi dan praktisi melalui kegiatan penyuluhan sangat penting. Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan memanfaatkan bantuan-bantuan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk warga di wilayah hukum mereka.(Muyassar et al. 2023) Sidang keliling ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan. Selain sidang keliling, PA Sui. Raya juga menyediakan layanan berperkara daring melalui pengadilan elektronik atau e-Court. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam hal hukum keluarga dan waris Islam. Revitalisasi peran pengadilan agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah hal yang penting. Kolaborasi dengan berbagai instansi dan instrumen lainnya juga diperlukan untuk memenuhi hak-hak warga negara, termasuk masyarakat di pedesaan seperti Desa Punggur Besar. Hal ini sejalan dengan prinsip "maqashidu syari`ah" yang menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Ius Curia Novit, setelah adanya/pengesahan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam amendemen kedua, jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan pasal ini adalah dasar hukum bagi hakim, khususnya di lingkungan pengadilan agama, untuk menjadi dasar dalam memutuskan suatu permohonan itsbat pernikahan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga melaksanakan hal ini, Kalimantan Barat, bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sungai Raya, Kementerian Agama, dan Muhammadiyah Kubu Raya, melaksanakan kegiatan layanan itsbat pernikahan di aula Masjid Tanwir Muhammadiyah pada tanggal 14 September 2022 ya ng dihadiri oleh Bupati Kubu Raya dan 53 suami istri. Setelah persidangan, buku nikah akan diterbitkan oleh Kementerian Agama, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan terjadi peningkatan Desa Sadar Hukum atau Desa Sadar Hukum di Kubu Raya, Kalimantan Barat, sehingga lebih banyak desa akan kemudian menerima penghargaan "Anubhawa Sasana Desa". Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh PA Sui. Raya di dalam laporannya dari tahun 2021-2023 lalu. Di tahun 2021 gugatan yang dilayangkan ke PA Sui. Raya mengenai perkara itsbat nikah berjumlah 15 (contentiosa) & 111 (voluntair). Pada 2022 terjadi peningkatan, 20 gugatan & 299 permohonan. Akan tetapi di 2023 terjadi “sedikit” penurunan yang terjadi dari tahun sebelumnya yakni untuk gugatan itsbat nikahnya berjumlah 18 perkara contentiosa, dan untuk permohonan itsbat nikahnya berjumlah 254 permohonan voluntairnya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya, YM. Ahmad Affendi, S.Ag. tercatat kurang lebih sudah ada 5 Desa yang sudah dilaksanakan sidang keliling guna memberikan pelayanan hukum berupa itsbat nikah di dalam 3 tahun terakhir, salah satunya di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kurang lebih 30 pasangan suami-istri secara resmi sudah ditetapkan itsbat nikahnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti: Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Kementerian Agama Kubu Raya. Hal ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melaksanakan sidang keliling dan juga edukasi mengenai hukum keluarga dan waris Islam khususnya di wilayah hukum PA Sui. Raya. Pelaksanaan sidang keliling ini selain sebagai bentuk implementasi dari tupoksi PA Sui. Raya itu sendiri, tetapi juga sebagai bentuk perwujudan dari salah satu asas peradilan yakni: asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain melalui sidang keliling, di dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat PA Sui. Raya juga menyediakan layanan berperkara secara daring yakni melalui pengadilan elektronik atau biasa dikenal dengan e-Court. Dituturkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya: “Mencari akta kelahiran agak susah, kemudian ketika ingin beruursan dengan pemerintah juga tidak mulus. Oleh sebab itu beliau memberikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat karena dengan kesadarannya sendiri ingin mencatatkan perkawinannya yang semula hanya sah secara agama, kemudian disahkan juga menurut negaranya”. Ditambahkan oleh Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Kubu Raya yang pada saat itu mewakili Bupati mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan perlindungan hidup terhadap hak-hak perempuan dan hak anak yang dilahirkan dari tindak kekerasan serta menfasilitasi pemberian status perkawinan(15) dan mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, khususnya di wilayah Kubu Raya.

Selain Desa Sungai Malaya, sudah terdapat beberapa tempat yang sudah dilaksanakan sidang keliling oleh PA Sui. Raya, antara lain: Desa Sungai Malaya (28/11/2019), Desa Sungai Kakap (5/12/2019), Desa Sungai Ambawang (13/9/2022), Desa Sungai Belidak (16/11/2022), dan Desa Sungai Ambangah (23/2/2023). Revitalisasi peran pengadilan agama di dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangatlah diperlukan, dan ini tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama saja, tetapi juga dapat dilakukan kolaborasi dengan beberapa instansi atau instrumen lainnya, seperti DP3KB, Kepra, LBH, dll. Hal ini mutlak dilakukan guna pemenuhan hak-hal warga negara tak terkecuali masyarakat di pedesaan seperti Desa Punggur Besar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hal ini tentunya selaras dengan teori “maqashidu syari`ah” yang menekankan akan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan hukum yang fleksibel dan adaptif, diharapkan hukum ini dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, termasuk di dalamnya pemahaman hukum masyarakat di dalam perkara pencatatan perkawinan & itsbat nikah, khususnya Peranan Pengadilan Agama di Desa Punggur Besar.
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